GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMNOR : G/566/B. V/HK /1991

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA EXPOSE/PENATARAN PUBLIK
RELATION PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ANGKATAN.II TH 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang + bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Expose/Penataran Publik Relation Peme-
rintah Daerah Tingkat I Lampung AngkatanlIl Tahun 1991, dipandang perlu
membentuk Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.
2. Undang-Undang No.l4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No0.270 Tahun 1982 tentang petunjuk
pelaksanaan tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Departe-
men Dalam Negeri.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1981 tentang peningkatan
peranan Unit Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.915/246/06/-
1991-1992 tanggal 4 Juni 1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan
Daerah Tingkat 1 Lampung Tahun Anggaran 1991-1992.

MEMUTUSKAN:

Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Penataran Kehumasan (Publik Relation
Upgrading) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan susunan
Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Panitia mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesua-
tu yang berkenaan dengan pelaksanaan Penataran, hingga selesai.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitia bertanggung jawab kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Proyek Expose/Penataran tentang Publik Relation, Mata Anggaran
2P.0.14.01.005 Tahun Anggaran 1991-1992.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Wakil Gubernur KDH Tk.I Lampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung.

4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk.I Lampung.

5. Sdr. Kepala Itwilprop Lampung.
6.
7.
8.
9.
1

Sdr. Ketua Dharma Wanita Tk.I Lampung.
Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
Sdr. Ketua PWI Cabang Lampung di Bandar Lampung.
Masing-masing yang bersangkutan.

O.Himpunan Keputusan.

Grafika Karyal0.0001b-075491
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